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PENGAYOMAN

LAPORAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang merupakan unit pelaksana teknis di bawah
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik
Indonesia. BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan
subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau
kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. BHP memiliki 8 Jenis layanan yaitu:

. Pengurusan perwalian anak di bawah umur

. Pengurusan pengampuan

. Pembukaan Wasiat Tertutup / Rahasia dan Pendaftaran Wasiat Umum

. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris

. Pengurusan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap)

. Pengurusan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)

. Pengurusan Kepailitan
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. Penatausahaan Uang Pihak Ketiga

Terdapat 5 BHP yang ada di Indonesia, yaitu BHP Jakarta, BHP Semarang, BHP
Surabaya, BHP Medan dan BHP Makassar. Masing-masing BHP memiliki wilayah kerja yang
berbeda. BHP Semarang memiliki 2 wilayah kerja yaitu provinsi Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta, paling sedikit dibandingkan 4 BHP lain.

Dalam mencapaitujuan dan sasaran organisasi, sering kali ditemui kemungkinan kejadian
atau risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sebagai institusi pemerintah
Balai Harta Peninggalan Semarang memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, mengelola, dan
melakukan penanganan terhadap risiko-risiko tersebut. Dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen

Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum, Kami mencoba melakukan pembaruan dokumen
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manajemen risiko yang berlaku pada Balai Harta Peninggalan Semarang.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penerapan manajemen
risiko pada Balai Harta Peninggalan Semarang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di

Lingkungan Kementerian Hukum.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi penerapan manajemen risiko di lingkungan BHP
Semarang.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
Dalam melakukan pembaruan dokumen manajemen risiko di Balai Harta Peniinggalan
Semarang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum perlu dilakukan
beberapa tahapan proses manajemen risiko seperti:
1. Penetapan Konteks Manajemen Risiko;
2. ldentifikasi Risiko terkait Manajemen Kinerja;
Identifikasi Risiko terkait Fraud,;
Identifikasi Risiko terkait Keuangan;
Penetapan Kriteria Risiko;
Melakukan Analisis Risiko;
Melakukan Evaluasi Risiko;
Menyusun Rencana Pengendalian Risiko;
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Menyusun Indikator dan Target Pengendalian Risiko; dan

10. Melakukan Pemantauan dan Reviu secara berkala.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum terdapat beberapa
perubahan terkait kriteria nilai, dampak dan selera risiko yang ditetapkan, sehingga perubahan

tersebut perlu diimplementasikan dalam dokumen manajemen risiko yang sudah ada.



Hampir tidak terjadi (1)

dengan 1 jam

x £ 5%

Tabel 12 Parameter Kemungkinan Terjadinya Risiko

Sangat Jarang: <2 kali

1 Fraud | Non
s om . a . <100jt >100jt
euangan
Negara
Kerugian <0,01% dari >0,01% s.d >0,1% s.d 1% >1% s.d 5% >5% dari total
Keuangan total anggaran 0,1% dari total | dari total dari total anggaran non
Negara non belanja anggaran non anggaran non anggaran non belanja
Pegawai pada belanja belanja belanja Pegawai pada
UPR Pegawai pada Pegawai pada Pegawai pada UPR
UPR UPR UPR
2 Penurunan Jumlah Jumlah Jumlah Pemberitaan Pemberitaan
Reputasi pengaduan pengaduan pengaduan negatif yang negatif yang
dari internal dari internal dari internal sesuai fakta menjadi
(Pegawai) dan (Pegawai) dan (Pegawai) dan trending topik
eksternal eksternal eksternal (viral) nasional
(masyarakat/s (masyarakat/ (masyarakat/ dan atau
takeholder) = 5 | stakeholder) stakeholder) > internasional
sebanyak 6 s.d | 10
10

3 Realisasi Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian

Capaian Kinerja kinerja >90% kinerja >85% kinerja >80% kinerja = 75% kinerja <75%
s.d <100% s.d 90% s.d 85% s.d 80%

4 Temuan Hasil Tidak ada Ada temuan Ada temuan Ada temuan Ada temuan
Pemeriksaan temuan hasil administratif pengembalian pengembalian pengembalian
BPK dan Hasil pemeriksaaan uang ke kas uang ke kas uang ke kas
Pengawasan negara negara negara

dan/atau dan/atau dan/atau
Inspektorat ) h p
penyimpangan | Penyimpangan | penyimpangan
s.d 0,1% dari >0,1% s.d 1% >1% dari
total anggaran dari total total anggaran
anggaran

S Gangguan Gangguan Gangguan Gangguan Gangguan Gangguan
terhadap layanan operasional operasional operasional operasional operasional
organisasi layanan layanan >1 s.d | layanan >3 s.d | layanan >6 s.d | layanan lebih

sampai 3 jam 6 jam 12 jam dari 12 jam

Jarang terjadi (2)

5% < x £ 10%

Jarang: 2-5 kali

Kadang terjadi (3)

10% < x = 20%

Cukup sering: 6-9 kali

Sering terjadi (4)

20% < x = 50%

Sering: 10-12 kali

Hampir pasti terjadi (5)

x > 50%

Sangat sering: =12 kali

Dalam melakukan analisis risiko, Kementerian Hukum juga sudah menetapkan Kriteria

Dampak dan Kriteria Kemungkinanyang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam menentukan

menghitung nilai risiko dari seluruh risiko yang ada pada register risiko.



Keterangan:
Selera risiko tingkat Kementerian
ditetapkan pada risiko sangat rendah (1-5)
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(12-15)
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Kemungkinan Risiko

Hampir Tidak
Terjadi

m

Tidak Minor Moderat Signifikan ”S“ 'f"f“
Signifikan ) 3) (4) Slgm‘l'ulun
(1) (3)

I Dampak Risiko >
Gambar 1 Selera Risiko Kementerian Hukum
Kementerian Hukum telah menetapkan selera risiko pada tingkat Kementerian berada pada

nilai 1-5, sehingga seluruh nilai risiko akhir yang berada pada seluruh satuan kerja Kementerian
Hukum harus berada dalam batasan tersebut.

C. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya proses pengelolaan manajemen
risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Dengan
dilakukannya pembaruan terhadap tata cara penyusunan dokumen manajemen risiko, dan juga
melakukan evaluasi terhadap register risiko yang ada, Balai Harta Peninggalan Semarang sudah
lebih siap menghadapi risiko yang dapat mengganggu tercapainya sasaran strategis dan tujuan
organisasi.

D. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan:

e Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum, perlu dilakukan

pembaruan dokumen manajemen risiko pada seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum;



¢ Pembaruan dokumen manajemen risiko perlu dilakukan pembaruan secara rutin dan berkala,

terutama ketika ada perubahan kebijakan atau isu strategis yang berdampak besar.

Saran:

e Perlu dilakukan pelatihan terkait manajemen risiko untuk seluruh pejabat di lingkungan
Kementerian Hukum, sehingga memiliki pemahanan dan persepsi yang sama terkait
manajemen risiko;

e Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko secara berkala di
seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum oleh Inspektorat Jenderal.

E. PENUTUP

Dengan dilaksanakannya penerapan manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri Hukum
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Kementerian Hukum diharapkan BHP Semarang dapat mengelola risiko-risiko yang dapat terjadi
sehingga tidak menghambat tercapainya tujuan dan sasaran dari organisasi.

Dikeluarkan di Semarang
Pada Tanggal 21 Juli 2025

Mengetahui,
Alumni,
la BHP Semarang
Nanda Zannibua Harisma Agustina Setiyawati



LAMPIRAN

PETA RISIKO BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Risiko Inheren Internal Control Risiko Residual
Skor Risiko | Tingkat Risiko Skor Risiko |  Tingkat Risiko
Sasaran Kegiatan (SK) Kejadian Risiko Probabilias | Dampak Int Int Faktor positif | Efektifitas | Keterangan | Probabilitas | Dampak Residual Residual
Pemanfaatan
Pelaksanaan target capaian teknologi |nformaS| Tidak semua
R 7 dalam pemberian Cukup |pelayanan dapat
kinerja tidak tercapai karena 5 4 20 A S 3 3 9
NG layanansecaraonline |  Efektif |dilaksanakan
Meningkatnya adanya efisiensi anggaran untuk menekan secara online
pelaksanaan penggunaan anggaran
Reformasi Birokrasi di RS TaTT
Wnghip Balal Hata Potensi penerimaan gratifikasi ziz':::vaasslat: :<:: Cukup
Peninggalan dalam pemberian layanan 2 2 ¢ DB tudayapeiayenan | Efekt ! 2 2 B
Semarang :
prima
Usulan terkait
pengembangan
layanan BHP secara Rendsh 2 2 A S Reteh
online




Unit Pemilik Risiko:

Lampiran IV
Keputusan Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang

Nomor
Tanggal

Langkah 1: Penetapan Tujuan

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

: W.13.-04.PW.02.04 -TAHUN 2025
: 21 Juli 2025

Periode Penerapan: 2025
Strategi/
Sasaran . - s o
No Program/ . X Indikator Kinerja Kode Potensi Risiko
> Strategis/Program/Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 5 6

Konteks MR: Standar K|

inerja

Pengelolaan
Administratif dan
Fasilitatif Balai Harta
Peninggalan Semarang

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang

Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang

Tidak semua pelayanan tugas dan fungsi BHP bisa berjalan

1
dengan maksimal dengan anggaran yang terbatas

2 Pemohon Penetapan Afwezig tidak menguasai secara fisik tanah
dan bangunan Afwezig

3 Subjek hukum yang terdapat pada penetapan tidak sesuai dengan
subjek hukum yang terdaftar pada kantor pertanahan

4 Permasalahan yang terjadi pada ranah afwezig tidak hanya terjadi
pada objek tanah dan/atau bangunan

5 Tidak terdapat tarif PNBP untuk pengurusan awal dari penetapan
afwezig

6 Tarif PNBP SKHW dianggap terlalu kecil dibandingkan dengan
risiko yang harus dihadapi

7 Putusan Pailit dan penunjukan BHP sebagai Kurator tidak bisa

segera ditindaklanjuti




Belum semua pegawai BHP Semarang mengikuti Diklat Kepailitan
dan Harta Peninggalan

Konteks MR : Risiko Fraud

Pengelolaan
Administratif dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi . . L .
2 o . . : . . oo R i 9 |Potensi penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan
Fasilitatif Balai Harta lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang

Peninggalan Semarang

Konteks MR : Risiko Keuangan

Pengelolaan
3 Administratif dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 10 Lambatnya pelaksanaan anggaran akibat adanya kebijakan
Fasilitatif Balai Harta lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang efisiensi anggaran
Peninggalan Semarang
CATATAN:

Kolom (1): Diisi dengan nomor urut; dan

Kolom (2): Diisi dengan nama sasaran strategi untuk UPR Kementerian Hukum/ nama program untuk UPR UE 1/ nama kegiatan untuk UPR UKE 2 Pusat, UKE 2
Kolom (3): Diisi dengan nama sasaran strategi untuk UPR Kementerian Hukum/ Nama sasaran program untuk UPR UE 1/ nama sasaran kegiatan untuk UPR
Kolom (4): Diisi dengan IKSS/IKP/IKK.

Kolom (5): Diisi dengan nomor urut potensi Risiko; dan

Kolom (6): Diisi dengan potensi Risiko yang teridentifikasi berpotensi menghambat capaian SS dan IKSS/SP dan IKP/SK dan IKK. Penentuan potensi Risiko



Lampiran IV
Keputusan Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang

Nomor 1 W.13.-04.PW.02.04 -TAHUN 2025
Tanggal : 21 Juli 2025
Langkah 2: Identifikasi Risiko
Unit Pemilik Risiko: BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
Periode Penerapan: 2025
Sasaran Sumber
No Strategis/Progra | Indikator Kinerja | Kode Potensi Risiko Pemilik Risiko Kode Potensi Penyebab Risiko
. (Internal/Eksternal)
m/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konteks MR: Standar Kinerja
Tidak semua pelayanan tugas dan Pemberian layanan publik tidak bisa
1 fungs.i BHP bisa berjalan dengan Kepala 11 diberikan secara maksimal dengan Internal
maksimal dengan anggaran yang anggaran yang terbatas
terbatas
Pemohon Penetapan Afwezig tidak Pengadilan Negeri tidak menyelidiki
2 menguasai secaré fisik tanah dan Kepala 21 apakah pgmohon benar'—benar Eksternal
bangunan Afwezig menguasai objek Afwezig
Subjek hukum yang terdapat pada Tidak adanya integrasi antar instansi
penetapan tidak sesuai dengan terkait yaitu Pengadilan Negeri dengan
3 |subjek hukum yang terdaftar pada Kepala 3.1 |Badan Pertanahan Eksternal
kantor pertanahan
Permasalahan yang terjadi pada Belum adanya aturan yang menjelaskan
Persentase ranah afwezig tidak hanya terjadi terkait afwezig selain tanah dan/atau
pelaksanaan Rencana 4 pada objek tanah dan/atau Kepala 41 bangunan Eksternal
Aksi Reformasi bangunan
0 0 Birokrasi di lingkup Tidak terdapat tarif PNBP untuk Belum adanya pemikiran terkait tarif
Balai Harta pengurusan awal dari penetapan pengurusan awal afwezig
Peninggalan 5 afwezig Kepala 5.1 Eksternal
Semarang
Tarif PNBP SKHW dianggap terlalu Pemohon SKHW tidak
kecil dibandingkan dengan risiko menginformasikan mengenai semua
6 yang harus dihadapi Kepala 6.1 ahli waris Eksternal
Putusan Pailit dan penunjukan BHP Perlu adanya strategi pengurusan
sebagai Kurator tidak bisa segera kepailitan akibat dampak dari adanya
7 |ditindaklanjuti Kepala 7.1 |kebijakan efisiensi anggaran Internal
Belum semua pegawai BHP Tidak semua pegawai telah memiliki
Semarang mengikuti Diklat Diklat terkait Tugas da Fungsi BHP
8 Kepala Subbagian Umum 8.1 Internal

Kepailitan dan Harta Peninggalan

Konteks MR : Risiko Fraud




Meningkatnya
pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Persentase
pelaksanaan Rencana
Aksi Reformasi

Potensi penerimaan gratifikasi dalam
memberikan pelayanan

Rendahnya integritas petugas
pelayanan

2 i idili Kepala .
di lingkup Balai B|rokrasn. di lingkup 9 p 9.1 Internal
) Balai Harta
Harta Peninggalan .
Peninggalan
Semarang
Semarang
Konteks MR : Risiko Keuangan
Meningkat Persentase Lambatnya pelaksanaan anggaran Pelaksana kegiatan terlambat akibat
eningkatnya pelaksanaan Rencana akibat adanya kebijakan efisiensi adanya beberapa risiko dari adanya
pelaksanaan ) ; " L
Ref i Birokrasi Aksi Reformasi anggaran kebijakan efisiensi anggaran
rmasi Birokrasi
3 € t.). ast Biro ?s Birokrasi di lingkup 10 Kepala Subbagian Umum 10.1 Internal
di lingkup Balai i
) Balai Harta
Harta Peninggalan )
Peninggalan
Semarang
Semarang
CATATAN:

Kolom (1): Diisi dengan nomor urut;

Kolom (2): Diisi dengan nama sasaran strategi untuk UPR Kementerian Hukum/ nama program untuk UPR UE
Kolom (3): Diisi dengan IKSS/IKP/IKK berdasarkan hasil Langkah Penetapan tujuan;

Kolom (4): Diisi dengan kode Potensi Risiko yang diisi berdasarkan hasil Langkah Penetapan tujuan;

Kolom (5): Diisi dengan potensi Risiko yang teridentifikasi berpotensi menghambat capaian SS dan IKSS/SP
Kolom (6): Pemilik Risiko yang diisi berdasarkan UPR yang telah ditentukan;

Kolom (7): Kode, diisi dengan kode Potensi Penyebab Risiko dengan format (kode Potensi Risiko).(Nomor Urut
Kolom (8): Diisi dengan potensi penyebab Risiko berdasarkan hasil identifikasi dalam aspek

Kolom (9): Diisi dengan Sumber Risiko, baik dari faktor eksternal dan/atau faktor internal.




Lampiran IV

Keputusan Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang

Nomor : W.13.-04.PW.02.04 -TAHUN 2025
Tanggal : 21 Juli 2025

Unit Pemilik Risiko:

Periode Penerapan:

Langkah 3: Analisis Risiko

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
2025

Kemungkinan terjadinya risiko Dampak risiko
. - Key Risk Indikator (KRI) / Indikator A . - Al
Kode Potensi Penyebab Risiko v isik sy Toleransi Risiko Tingkat Risiko Profil Risiko
Risiko Utama Uraian Nilai Uraian Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ks MR: Standar Kinerja
Pemberian layanan publik tidak bisa - "
11 diberikan secara maksimal dengan J{;Tk:]:dl;zadlan layanan publik yang 0 Tinggi 4 Masyarakat Umum 5 20
anggaran yang terbatas
Pengadilan Negeri tidak menyelidiki Jumlah kejadian Pemohon Penetapan
2.1 | apakah pemohon benar-benar menguasai |Afwezig tidak menguasai secara fisik tanah 0 Rendah 2 Masyarakat Umum 5 10
objek Afwezig dan bangunan Afwezig
Tidak adanya integrasi antar instansi J;:r;l:hal:ejzglaan:::::ka:ué::(i:r;ﬁai
3.1 | terkait yaitu Pengadilan Negeri dengan patp X P P 0 Rendah 2 Masyarakat Umum 5 10
dengan subjek hukum yang terdaftar pada
Badan Pertanahan
kantor pertanahan
Belum adanya aturan yang menjelaskan |Jumlah kejadian Permasalahan yang terjadi
4.1 terkait afwezig selain tanah dan/atau pada ranah afwezig tidak hanya terjadi pada 0 Rendah 2 Masyarakat Umum 5 10
bangunan objek tanah dan/atau bangunan
. . . Jumlah kejadian Tidak terdapat tarif PNBP
Belum adanya pemikiran terkait tarif . .
5.1 ) untuk pengurusan awal dari penetapan 0 Rendah 2 Kementerian 3 6
pengurusan awal afwezig .
afwezig
6.1 Pemohon SKHW_tldak menglnfor_maﬂkan Jumlah kejadian Gug?tan atas Surat o Rendah 5 Satker 5 4
mengenai semua ahli waris Keterangan Hak Waris
Perlu adanya strategi pengurusan Jumlah kejadian Putusan Pailit yang tidak
7.1 kepailitan akibat dampak dari adanya : . L yana 0 Sedang 3 Masyarakat Umum 5 15 Risiko Sedang
" S dapat segera ditindaklanjuti oleh BHP
kebijakan efisiensi anggaran
81 Tidak semua_pegawal telah mE..‘mI|IkI Diklat |Hasil survei layanan pada Aplikasi Survei BSK o Rendah 5 Satker 5 4
terkait Tugas da Fungsi BHP Hukum
MR: Fraud
9.1 | Rendahnya integritas petugas pelayanan Jumiah pengaduan terkait gratifikasi dalam 0 Rendah 2 Satker 2 4
pelayanan
MR:
Pelaksana kegiatan terlambat akibat
10.1 adanya beberapa risiko dari adanya Jumlah keterlambatan kegiatan 0 Rendah 2 Kementerian 3 6
kebijakan efisiensi anggaran
CATATAN:
Kolom (1) dengan kode urut potensi penyebab Risiko;
Kolom (2): Diisi dengan potensi penyebab Risiko berdasarkan hasil identifikasi dalam aspek SDM/Metode(SOP)/ Anggaran/ Sarana dan
Kolom (3): Diisi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran-ukuran yang menggambarkan keterjadian Risiko

Kolom (4): Diisi dengan toleransi Risiko, yang merupakan ukuran kuantitatif dari Indikator Risiko Utama atau batas toleransi atas
Kolom (5) dan (6): Diisi dengan uraian dan nilai atas kemungkinan terjadinya Risiko sesuai penetapan kriteria Risiko (profil risiko)




Kolom (7) dan (8): Diisi dengan uraian dan nilai atas dampak Risiko sesuai penetapan kriteria Risiko ;
Kolom (9): Diisi dengan formula: Kolom (9) = Kolom (6) x Kolom (8); dan
Kolom (10): Diisi dengan profil Risiko berdasarkan penetapan kriteria Risiko.

Risiko Sedang
12 Risiko Sedang
13 Risiko Sedang
14 Risiko Sedang
Risiko Sedang




Unit Pemilik Risiko:

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Langkah 4: Evaluasi Risiko

Lampiran IV

Keputusan Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang
1 W.13.-04.PW.02.04 -TAHUN 2025

Nomor

Tanggal : 21 Juli 2025

Periode Penerapan: 2025
Sasaran
No | Strategis/Program/ Indikator Kinerja Kode Potensi Penyebab Risiko Tingkat dan Profil Risiko Prioritas Risiko KRI / Indikator Utama Risiko Toleransi Risiko
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konteks MR: Standar Kinerja
P ian | lik tidak bisa diberik:
1.1 embenan. ayanan publik tidak bisa diberikan secara 20 1 Jumlah kejadian layanan publik yang terkendala 0
maksimal dengan anggaran yang terbatas
21 Pengadilan Negeri tidak menyelidiki apakah pemohon 3 Jumlah kejadian Pemohon Penetapan Afwezig tidak o
: benar-benar menguasai objek Afwezig menguasai secara fisik tanah dan bangunan Afwezig
Tidak adanya integrasi antar instansi terkait yaitu Jumlah kejaqlan SUbJe{( hukum ya"? terdapat pada
3.1 N N 4 penetapan tidak sesuai dengan subjek hukum yang 0
Pengadilan Negeri dengan Badan Pertanahan
terdaftar pada kantor pertanahan
lah kejadian Py lah: jadi h
Meningkatnya Belum adanya aturan yang menjelaskan terkait afwezig Jumla N e.jadlan ermas.a a. an yang.terjadl pada rana
Persentase pelaksanaan 4.1 . 5 afwezig tidak hanya terjadi pada objek tanah dan/atau 0
pelaksanaan Reformasi ) . selain tanah dan/atau bangunan
. S .| Rencana Aksi Reformasi bangunan
1 |Birokrasi dilingkup Balai ) o .
N Birokrasi di lingkup Balai
Harta Peninggalan Harta Peninggalan Semarang 51 Belum adanya pemikiran terkait tarif pengurusan awal 6 Jumlah kejadian Tidak terdapat tarif PNBP untuk 0
Semarang afwezig pengurusan awal dari penetapan afwezig
61 Pemohon SKHW tidak menginformasikan mengenai a 8 Jumlah kejadian Gugatan atas Surat Keterangan Hak o
’ semua ahli waris Waris
71 Perlu adanya strategi pengurusan kepailitan akibat 15 2 Jumlah kejadian Putusan Pailit yang tidak dapat segera 0
! dampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran ditindaklanjuti oleh BHP
Tidak i telah iliki Diklat terkait T
8.1 icaksemua pegawal te'a m?ml i Dikdat terkalt Tugas a4 9 Hasil survei layanan pada Aplikasi Survei BSK Hukum 0
da Fungsi BHP
Konteks MR: Fraud
Meningkatnya . Persentase pelaksanaan
pelaksanaan Reformasi Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi di Ilr\gkup Balai Birokrasi di lingkup Balai 9.1 Rendahnya integritas petugas pelayanan 4 10 Jumlah pengaduan terkait gratifikasi dalam pelayanan 0
Harta Peninggalan .
Harta Peninggalan Semarang
Semarang
Konteks MR: gan
pelag::;r;gnk::;:masi Persentase pelaksanaan
R Aksi Refi i Pelak: kegiatan terlambat akibat ad beb
3 | Birokrasi di lingkup Balai encana Alksi Retormast 10.1 elaksana kegiatan terlamoat akibat adanya beberapa 7 Jumlah keterlambatan kegiatan 0

Harta Peninggalan
Semarang

Birokrasi di lingkup Balai
Harta Peninggalan Semarang

risiko dari adanya kebijakan efisiensi anggaran

CATATAN:

Kolom (1): Diisi dengan nomor urut standar kinerja;
Kolom (2): Diisi dengan sasaran kinerja (SS/SP/SK;
Kolom (3): Diisi dengan indikator kinerja (IKSS/IKP/IKK);

Kolom (4): Diisi dengan kode urut potensi penyebab Risiko;

Kolom (5): Diisi dengan potensi penyebab Risiko;

Kolom

Kolom

(6): Diisi dengan tingkat dan profil Risiko berdasarkan penetapan kriteria risiko;

(7): Diisi dengan prioritas Risiko, dimana semakin tinggi Risiko maka akan semakin diprioritaskan; (Prioritas dimulai dari profil risiko paling tinggi)
Kolom (8): Diisi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya Risiko sesuai isian tabel 13 kolom (3); dan

(9): Diisi dengan toleransi Risiko, yang merupakan ukuran kuantitatif dari Indikator Risiko Utama pada kolom (8).




Lampiran IV

Keputusan Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang
W.

Nomor 13.-04.PW.02.04 -TAHUN 2025
Tanggal 21 Juli 2025
Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko
$ES10:$E$999
Unit Pemilik Risiko: BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
Periode Penerapan: 2025
. Tingkat dan Profil Prioritas Risiko KRI / Indikator Utama . A H " o
Kode Potensi Penyebab & risiko / Risiko Toleransi Kode Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr) KCl/ Indikator Pengendalian Rsiko Target Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Pemberian layanan publik tidak bisa diberikan - " .
lah ke I blik M k: |
11 secara maksimal dengan anggaran yang 20 1 Jumlah kejadian fayanan publi 0 11 erencanakan strategi pelayanan dengan Jumlah laporan strategi pelayanan 4 Kepala & Kasubbag Umum
yang terkendala keterbatasan anggaran
terbatas
Perlu adanya strategi pengurusan kepailitan Jumlah kejadian Putusan Pailit Merencanakan strategi pengurusan kepailitan
7.1 akibat dampak dari adanya kebijakan efisiensi 15 2 yang tidak dapat segera 0 71 8! peng P Jumlah laporan strategi pengurusan kepailitan 4 Kepala & Kasubbag Umum
an “ap dengan keterbatasan anggaran
anggaran ditindaklanjuti oleh BHP
" . S Jumlah kejadian Pemohon
Pengadilan Negeri tidzk menvelidiki apakah Penetapan Afwezig tidak Melaksanakan FGD dengan Pengadilan Negeri |Jumlah laporan hasil FGD dengan Pengadilan
21 pemohon benar-benar menguasai objek 3 N . 0 2.1 B N N N 1 Kepala & Kasubbag Umum
Afwezi menguasai secara fisik tanah membahas terkait penguasaan objek afwezig  |Negeri
& dan bangunan Afwezig
Jumlah kejadian Subjek hukum
Tidak int i antar il i terkait Melak: kan FGD d P ilan N: i
u?a adanva.m egrasi ?n ar instansi terkai y‘ang terda;‘zat pada pengtapan elaksanakan FGD dengan Pengadilan .egen Jumlah laporan hasil FGD dengan Pengadilan
31 yaitu Pengadilan Negeri dengan Badan 4 tidak sesuai dengan subjek 0 3.1 dan Badan Pertanahan membahas terkait X 1 Kepala & Kasubbag Umum
¢ ant X Negeri dan Badan Pertanahan
Pertanahan hukum yang terdaftar pada integrasi objek afwezig
antor nartanahan
lah kejadi Tah
;‘;’:ga:;”:’;id;:::nmafa ahan Melaksanakan FGD dengan Direktorat Jenderal
Bels j kai ini i kai h FGD Di
4.1 elum adanya aturan yang menjelaskan terkait 5 afwezig tidak hanya terjadi 0 41 Hukum Umum mem terkait |Jumiah laporan FGD dengan Direktorat 1 Kepala & Kasubbag Umum
afwezig selain tanah dan/atau bangunan N aturan terkait objek afwezig selain tanah Jenderal Administrasi Hukum Umum
pada objek tanah dan/atau
meinan dan/atau bangunan
lah kejadian Tit Mel. D Direk |
Belum adanya pemikiran terkait tarif Jumlah kejadian Tidak terdapat elaksanakan FGD dengan Direktorat Jenderal | laporan FGD dengan Direktorat
5.1 3 6 tarif PNBP untuk pengurusan 0 5.1 Hukum Umum terkait - 1 Kepala & Kasubbag Umum
pengurusan awal afwezig X : i N Jenderal Administrasi Hukum Umum
awal dari penetapan afwezig tarif PNBP afwezig
Pelaksana kegiatan terlambat akibat adanya Melaksanakan rapat internal membahas terkait
10.1 beberapa risiko dari adanya kebijakan efisiensi 7 Jumlah keterlambatan kegiatan 0 10.1 strategi dalam menghadapi dampak risiko Jumlah laporan hasil rapat internal 4 Kepala & Kasubbag Umum
anggaran kebijakan efisiensi anggaran
Pemohon SKHW tidak menginformasikan Jumlah kejadian Gugatan atas sosialisasi ke umum . e
6.1 .1 h | I 1 K:
mengenai semua ahli waris 4 8 Surat Keterangan Hak Waris 0 6 terkait SKHW Jumlah laporan hasil sosialisasi Kepala & Kasubbag Umum
Tidak semua pegawai telah memiliki Diklat Hasil survei layanan pada Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan . . "
81 4 9 0 8.1 Jumlah keikutsertak: dalam diklat 1 Kepala & Kasubbag U
terkait Tugas da Fungsi BHP Aplikasi Survei BSK Hukum diklat umiah kelkutsertakan pegawal dalam cildal epala & Kasubbag Umum
o Jumlah pengaduan terkait Menetapkan Standar Operasional Prosedur Jumlah Laporan Pelaksanaan Penandatangan
9.1 Rendahnya integritas petugas pelayanan 4 10 gratifikasi dalam pelayanan 0 9.1 (SOP) pelayanan tusi BHP Pakta Integritas 1 Kepala & Kasubbag Umum
CATATAN:

Kolom (1)

i dengan kode urut potensi penyebab Risiko;

Kolom (2): Diisi dengan potensi penyebab Risiko yang diambil dari hasil Penetapan Konteks Risiko. Potensi penyebab risiko diurutkan
berdasarkan prioritas ke 1 (paling tinggi) sampai terkahir (terendah);

Kolom (3): Diisi dengan tingkat dan profil Risiko berdasarkan langkah 2.1. Tahap Il Pedoman Penilaian Risiko;

Kolom (4):
Kolom (5)
Risiko;

i dengan prioritas Risiko, berdasarkan langkah 2.1. Tahap Il Pedoman Penilaian Risiko;

i dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya risiko berdasarkan langkah 2.1. Tahap Il Pedoman Penilaian

Kolom (6): Diisi dengan toleransi Risiko, berdasarkan langkah 2.1. Tahap Il Pedoman Penilaian Risiko;
risiko d

Kolom (7): Diisi dengan kode urut

Pengendalian Risiko);

Kolom (8): Diisi dengan bentuk pengendalian Risiko;

Kolom (9): Diisi dengan indikator pengendalian Risiko ;

Kolom (10): Diisi dengan target atas indikator pengendalian Risiko; dan
Kolom (11): Diisi dengan UPR penanggung jawab pengendalian Risiko.

format (Jenis

Risiko).(No Prioritas Risiko).(No Urut Jenis




Lampiran IV
Keputusan Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang

Nomor W.13.-04.PW,02.04 -TAHUN 2025
Tanggal 21 Juii 2025

Langkah 6: Pemantauan dan Reviu

Unit Pemilik Risike

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Periode Penerapan:

2025
Tingkat dan Toleransi | Risiko yang terjadi |  Risiko terjadi - o Risik .
Kode Potensi Penyebab Risiko e KRI/ Indikator Utama Risiko ol ans el i (eksekusi) KCl/ Indikator Risiko gt Reatiasi Kinaia Pengendatan Risio e
Profil Risiko ko | (riskexposure) | Toleransi Risiko
1 2 3 4 = G 7 s ) 10 W fn = m =
Pemberian layanan publik tidak bisa diberikan . u
" Jumiah kejadian layanan publik yang Merencanakan strategipelayanan dengan keterbatasan Kepala & Kasubbag
11| secaramalsimal dengan anggaran yan Jumiah laporan strategi pelayanan a 3 75%
ksimal dengan anggaran yang 2 o o 0 11 ey Jumish aporan strategi pelay: e
Perlu adanya strategi pengurusan kepailtan
Jumlah kejadian Putusan Pailit yang tidak Merencanakan strategi pengurusan kepailitan dengan Kepala & Kasubbag
71 4 4 100%
akibat dampak da:::ga:ry::‘kebuakan efisiensi 15 dapat segera ditindaklanjuti oleh BHP 0 o 71 Keterbatasan anggaran Jumlah laporan strategi pengurusan kepailitan Umum
Pengadilan Negeri tidak menyelidiki apakah Jumlah kejadian Pemohon Penetapan . "
21 pemohon benar-benar menguasai objek ‘Afwezig tidak menguasai secara fisik 0 o 21 Melaksanakan FGD dengan Pengadilan Negeri Jumlah laporan hasil FGD dengan Pengadilan Negeri Kepala & Kasubbag 1 1 100%
membahas terkait penguasaan objek afwezig Umum
Afwezig ‘tanah dan bangunan Afwezig
Sumiah kejadian Subjek hukum yang
Tidak adanya integrasi antar instansi tekait Melaksanakan FGO dengan Pengadilan Negeri dan
31 yaitu Pengadilan Negeri dengan Badan terdapat pada penetapan tidak sesuai 0 0 31 Badan Pertanahan membahas terkat integrasi objek Jumlah laporan hasil FGD dengan Pengadilan Negeri dan Kepala & Kasubbag 1 1 100%
dengan subjek hukum yan terdaftar pada) 8adan Pertanahan Umum
Pertanahan afwerig
kantor pertanahan
Jumlah kejadian Permasalahan yang
P T — oo v sty Sookbarys | . 1| gm0 denganDietosterdes | ran D dengo it et | Kepla Bk . . oot
- afwezig selain tanah dan/atau bangunan terjadi pada objek tanah dan/atau ministrast Hukum Umum membahas terka aturan Administrasi Hukum Umum Umum
bangunan terkait objek afwezig selain tanah dan/atau bangunan
Jumlah kejadian Tdak terdapat tarf PNBP Melaksanakan FGO dengan Direktorat Jenderal
sa | el sdanya pemiean ek ot \ntok pengusan sl do pectaan | 0 o 51| Admmrst ok Umom mbanes o an | I 9991 GD g Dkt el | Kela Koy 1 : o0
peng € afwezig PNBP afwezig
Pelaksana kegiatan terlambat akibat adanya Melaksanakan rapat internal membahas terkait strategi Kepala & Kasubbay
101 | beberapa risiko dari adanya kebijakan efisiensi Jumlah keterlambatan kegiatan o 0 101 dalam menghadapi dampak risiko kebijakan efisiensi Jumlah laporan hasil rapat internal P Ui e a 4 100%
anggaran anggaran
61 Pemohon SKHW tidak menginformasikan Jumlah kejadian Gugatan atas Surat 0 0 61 Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat umum terkait Jumiah laporan hasi sosialisasi Kepala & Kasubbag 1 1 100%
mengenai semua ahl waris Keterangan Hak Waris SKHwW Umum
Tidak sem: i telah memil O Hasil n ks Survei I
81 idak semua pegawai telah memiliki Diklat tasil survei layanan pada Aplikasi Survei 0 0 81 dalam Jumiah ke pegawai dalam diklat Kepala & Kasubbag 1 1 100%
terkait Tugas da Fungs! BHP Umum
91 Rendahnya integritas petugas pelayanan Jumlah pengaduan terkait gratifikasi 0 0 91 Menetapkan Standar Operas\‘nnal Prosedur (SOP) Jumlah Laporan Pelaksanaan Penandatangan Pakta Kepala & Kasubbag 1 1 100%
dalam pelayanan pelayanan tusi BHP Integritas Umum
T
Kolom(1:Disi dengan kode uru potensi penyebab Risio;
Kolom (2): P Potensi
1 erencan)
Kolom (3 1 :
m (o) 1 Tabap.
Periatan Risiko;
Kolom (5) Risko, 1Tanap
Kolom (6): Difidengan Risko yang eral;
Kolom (7) Toriadi-
et ket 7o
Kolom 1.
(Realisasi KCI)/(Target KCI) x 100%
Rumus &
Wakintinggi menunskan

ol
‘semakin rendah kinerja pengendalian risio.

((Target KCI-(Realisasi KCI-Target KCI))(Target KCI) x 100%

Rumus B:
Makin tingy

i
‘semakn baik kinerja pengendalian risiko.
dan




